BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

A.  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintaha
Daerah, Perangkat Daerah tidak memiliki visi dan misi lagi hanya ada tujuan dan
sasaran perangkat daerah. Visi dan misi Perangkat Daerah mengacu pada Visi dan Misi
Kepala Daerah yang diturunkan menjadi Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah.
Berdasarkan Sasaran Kepala Daerah tersebut dilahirkan tujuan dan sasaran Perangkat
Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Barat terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi
Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang
Unggul dan Berkelanjutan®, maka untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan melalui 7
(tujuh) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan,
terampil dan berdaya saing

2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat
Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah

3.  Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan
dan perikanan.

4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi
berbasis digital.

5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan

7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih,
akuntabel serta berkualitas.

Dalam misi RPJMD tersebut Bappeda Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam
Misi 7 (tujuh) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan
Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas. Misi 7 ini memiliki 1 tujuan yaitu
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani dengan
3 (tiga) sasaran Vyaitu :
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1. Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel.

2. Meningkatnya kapabalitas birokrasi.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dari 3 (tiga) sasaran tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Barat berada pada pada
sasaran 1 vyaitu Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan
Akuntabel. Melalui sasaran 1 Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tersebut,
Bappeda Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam
lima tahun ke depan yaitu 1)Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang
Berkualitas, dengan indikator tujuan yaitu Nilai komponen perencanaan kinerja dalam
SAKIP Provinsi; 2) Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani, dengan
indikator tujuan yaitu a) Nilai Akuntabilitas Kinerja; dan b) Tingkat Kepuasan terhadap
Pelayanan Organisasi.

Melalui tujuan ini, Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya-
upaya lanjutan untuk menghasilkan dokumen perencanaan daerah yang berkualitas
dalam arti bahwa dokumen perencanaan daerah tersebut harus konsisten, komprehensif,
terukur dan dapat dilaksanakan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa
hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil
(outcome) program Perangkat Daerah. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran
disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.
Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara
berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun sasaran yang dicapai Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026
adalah sebagai berikut :
1.  Meningkatnya kualitas perencanaan, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas
Perencanaan.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja Nilai
Akuntabilitas Kinerja OPD.
Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi, dengan indikator kinerja Tingkat
kepuasan terhadap pelayanan organisasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan tujuan dan sasaran Bappeda
Provinsi Sumatera Barat selama periode Renstra 2021-2026 dalam tabel 4.1 (T-C.25)
sebagai berikut :
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Tabel 1.1.

T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

No

Tujuan

Indikator
Tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran

Formulasi
Penghitungan

Tahun
Dasar

Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun

ke-

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Terwujudnya
Perencanaan
Pembangunan
Daerah yang
berkualitas

Nilai
komponen
perencanaan
kinerja dalam
SAKIP
Provinsi

Nilai komponen
perencanaan Kinerja
(bobot penilaian 30%)
diperoleh dari :

a. rencana strategis (10%)
meliputi :

1) pemenuhan renstra 2%
2) kualitas renstra 5%,

3) implementasi renstra
3%.

b. perencanaan kinerja
tahunan (20%) meliputi :
1) pemenuhan RKT 4%
2) kualitas RKT 10% 3)
implementasi RKT 6%.

25,20

25,60

25,84

26,07

26,38

26,62

26,87

Meningkatnya
kualitas
perencanaan

Indeks Kualitas
Perencanaan

Indeks Kualitas
Perencanaan = Dimensi
penilaian terhadap Proses
30% + Dimensi Isi
Dokumen 40% + Dimensi
Tindak Lanjut 30%

N.A

70

73

77

81

85

89
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No Tujuan Indikator Sasaran Indikator Formulasi EZZ:? VRN NI Tu;ualpe{ SR [ VR
Tujuan Sasaran Penghitungan 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
2. | Meningkatnya | Nilai 7490 | 77,25 | 78,25 | 79,25 | 80,25 | 81,25 | 82,25
Organisasi Akuntabilitas
yang akuntabel | Kinerja
dan melayani
Meningkatnya | Nilai 7490 | 77,25 | 78,25 | 79,25 | 80,25 | 81,25 | 82,25
akuntabilitas Akuntabilitas
Kinerja Kinerja OPD
organisasi
Tingkat 75,00 | 80,00 | 83,00 | 86,00 | 87,00 | 89,00 | 91,00
Kepuasan
terhadap
Pelayanan
Organisasi
Meningkatkan | Tingkat Sangat baik : >91 75,00 | 80,00 | 83,00 | 86,00 | 87,00 | 89,00 | 91,00
kualitas kepuasan Baik : 81-90
pelayanan terhadap Sedang : 71-80
organisasi pelayanan Buruk : <70
organisasi
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B.  Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Prov. Sumatera Barat

Bappeda Provinsi Sumatera Barat dibentuk sesuai ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan
Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 13 Tahun 2019 dijabarkan ke dalam Peraturan Gubernur Provinsi
Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, tugas pokok Bappeda adalah Membantu
Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang
Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan fungsi Bappeda adalah
sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan
daerah;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan yang menjadi
kewenangan daerah;

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang
Perencanaan menjadi kewenangan daerah;

d. Pembinaan teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di
bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan
Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, susunan organisasi
Bappeda Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Program; dan
3. Sub bagian Keuangan.

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
membawahi :
1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. Sub Bidang Data dan Informasi.

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawabhi :
1. Sub Bidang Pemerintahan;
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2. Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
3. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

e. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi :
1. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi;
2. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; dan
3. Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi :
1. Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
2. Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan; dan
3. Sub Bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lebih jelasnya struktur organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat
pada gambar berikut :
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Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat
(sesuai Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020)
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Uraian Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2020 Tentang
Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Menyelenggarakan Fungsi :

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)

9)

Penyelenggaraan koordinasi kegiatan di internal Bappeda.

Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan
perencanaan pembangunan daerah di Bappeda.

Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran
di internal Bappeda.

Penyelenggaraan koordinasi sistem pengendalian internal Bappeda.
Penyelenggaraan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan
pembangunan daerah internal Bappeda.

Penyelenggaraan pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, Kkerja sama,
hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi internal Bappeda.
Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan
barang dan jasa di internal Bappeda.

Pengelenggaraan koordinasi pemantauan, evaluasi, pengendalian dan
penilaian kinerja capaian program dan kegiatan internal Bappeda.

10) Penyelenggaraan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Menyelenggarakan Tugas :

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)

9)

Mengkoordinasikan kegiatan di internal Bappeda.

Mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan
pembangunan daerah di Bappeda.

Mengkoordinasikan dan menyusun rencana, program dan anggaran di internal
Bappeda.

Mengkoordinasikan sistem pengendalian internal Bappeda.

Menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah internal
Bappeda.

Pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
arsip, dan dokumentasi internal Bappeda.

Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.

Melakukan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang
dan jasa di internal Bappeda.

Mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian kinerja
capaian program dan kegiatan internal Bappeda.
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10) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.
Uraian Tugas Sub Bagian :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Menyelenggarakan Tugas :

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman
surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan.
Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat,
melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta
melakukan kegiatan keprotokolan.

Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, penegakan disiplin
pegawai, laporan perkembangan kepegawaian.

Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan (ANJAB), Analisa
Beban Kerja (ABK), peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar
kompentensi, dan evaluasi jabatan.

Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan,
pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset kantor.
Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan,
keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.

Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset, menyiapkan bahan
pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan
barang milik negara/daerah.

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan
evaluasi.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan
Menyelenggarakan Tugas:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran

gaji pegawai.

Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk

penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan.

Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan.

Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran.

Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan

keuangan.

Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

pengelolaan keuangan.

Melaksanakan koordinasi sistem pengendalian internal.

Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan.

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan
evaluasi.
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10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Sub Bagian Program

Menyelenggarakan Tugas :

1) Melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan
kinerja Bappeda.

2) Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kinerja Bappeda.

3) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Kinerja
Bappeda.

4) Melaksanakan penyusunan dokumen evaluasi dan laporan kinerja Bappeda.

5) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan
perencanaan pembangunan daerah di Bappeda.

6) Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).

7) Pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Bappeda.

8) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan
evaluasi.

9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Menyelenggarakan Fungsi :

1) Penyelenggaraan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.

2) Penyelenggaraan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan
untuk perencanaan pembangunan daerah.

3) Penyelengaaran koordinasi dan integrasi penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah (RPJPD, RPJIMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat
lintas Bidang.

4) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) Provinsi Sumatera Barat.

5) Penyelenggaraan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

6) Penyelenggaraan  perumusan kebijakan  penyusunan perencanaan,
pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.

7) Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
perencanaan dan penganggaran di daerah.

8) Penyelenggaraan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan
daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana
pembangunan daerah.

9) Penyelenggaraan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap
rencana pembangunan daerah.

10) Penyelenggaraan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan
data dan informasi perencanaan pembangunan.
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11) Penyelenggaraan penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan
daerah.
12) Penyelenggaraan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program
pembangunan daerah.
13) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Menyelenggarakan Tugas :

1) Melakukan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.

2) Melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk
perencanaan pembangunan daerah.

3) Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah (RPJPD, RPJIMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat
lintas Bidang.

4) Mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Provinsi Sumatera Barat.

5) Melakukan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

6) Merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan
informasi pembangunan daerah.

7) Mengkoordinasikan dan mengsinkronkan pelaksanaan kebijakan perencanaan
dan penganggaran di daerah.

8) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah,
pelaksanaan rencana pembanguman daerah serta hasil rencana pembangunan
daerah.

9) Melakukan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap rencana
pembangunan daerah.

10) Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data dan
informasi perencanaan pembangunan.

11) Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah.

12) Melakukan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program
pembangunan daerah.

13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Uraian Tugas Sub Bidang :

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Melaksanakan Tugas :

1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan dan pendanaan.

2) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan
pengembangan pendanaan pembangunan daerah.

3) Melaksanakan koordinasi dan integrasi penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat
lintas Bidang.
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4) Melaksanakan koordinasi pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD,
RPJMD dan RKPD) dan pendanaan Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD
Provinsi Sumatera Barat.

5) Mengkoordinir substansi materi Musrenbang RPJPD,RPIJMD dan RKPD lintas
Bidang.

6) Melaksanakan koordinasi pagu indikatif pembangunan daerah.

7) Menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan Perangkat Daerah.

8) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan
evaluasi.

9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Melaksanakan Tugas :

1) Menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian
dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan
perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

2) Melaksanakan koordinasi pembahasan pengendalian dan evaluasi terkait
dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kab/Kota se Sumatera
Barat.

3) Menyiapkan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian
pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagai bahan untuk penyusunan
dokumen perencanaan (RPJPD,RPJMD,RKPD).

4) Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi,
pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

5) Menyiapkan bahan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara
bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan
perencanaan pembangunan daerah selanjutnya.

6) Menyusun laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah
sebagai bahan penilaian.

7) Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan
penyusunan program lanjutan.

8) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan
evaluasi.

9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Sub Bidang Data dan Informasi
Melaksanakan Tugas :
1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah.
2) Melakukan pengumpulan data perencanaan pembangunan daerah.
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3) Mengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sesuai jenisnya
sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah.

4) Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan
dalam penyusunan dokumen perencanaan.

5) Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan
informasi.

6) Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah.

7) Mengkoordinasikan data dan informasi atas capaian pelaksanaan rencana
pembangunan daerah.

8) Mengelola sistem informasi pemerintahan daerah.

9) Mengelola berita dan informasi internal melalui website Bappeda.

10) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan
evaluasi.

11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Menyelenggarakan Fungsi :

1) Penyelenggaraasn koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia.

2) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah
dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia.

3) Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD,
RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

4) Penyelenggaraan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJIMD
dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

5) Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial
lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

6) Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

8) Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah
untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia.

9) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
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10) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat

daerah provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

11) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda

Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia.

12) Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup

perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

13) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Menyelenggarakan Tugas :

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)

Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia.

Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia.

Mempersiapkan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJIMD
dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
Melakukan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup
bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk
pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia.

Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah
lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota
di Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Uraian Tugas Sub Bidang :
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a. Sub Bidang Pemerintahan

Melaksanakan Tugas :

1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan
daerah lingkup Pemerintahan.

2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
lingkup Pemerintahan.

3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup pemerintahan.

4) Menyiapkan bahan substansi materi Musrenbang RPJPD,RPJMD dan RKPD
lingkup Pemerintahan.

5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Pemerintahan dengan DPRD Provinsi
Sumatera Barat.

6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan  spasial
pembangunan daerah lingkup Pemerintahan.

7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi
lingkup Pemerintahan.

8) Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah
lingkup Pemerintahan.

9) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Pemerintahan.

10) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional
lingkup Pemerintahan.

11) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Pemerintahan.

12) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup
Pemerintahan.

13) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pemerintahan.

14) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan
evaluasi.

15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Sub Bidang Pembangunan Manusia

Melaksanakan Tugas :

1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan
daerah lingkup Pembangunan Manusia.

2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
lingkup Pembangunan Manusia.

3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pembangunan Manusia.

4) Menyiapkan bahan substansi materi Musrenbang RPJPD,RPJMD dan RKPD
lingkup Pembangunan Manusia.
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5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Pembangunan Manusia dengan DPRD
Provinsi Sumatera Barat.

6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan  spasial
pembangunan daerah lingkup Pembangunan Manusia.

7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi
lingkup Pembangunan Manusia.

8) Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah
lingkup Pembangunan Manusia.

9) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi  kegiatan
Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Pembangunan
Manusia.

10) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional
lingkup Pembangunan Manusia.

11) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Pembangunan
Manusia.

12) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup
Pembangunan Manusia.

13) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pembangunan
Manusia.

14)Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan
evaluasi.

15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

Melaksanakan Tugas :

1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan
daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat.

2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
lingkup Kesejahteraan Rakyat.

3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat.

4) Menyiapkan bahan substansi materi Musrenbang RPJPD,RPJIMD dan RKPD
lingkup Kesejahteraan Rakyat.

5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Kesejahteraan Rakyat manusia
dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial
pembangunan daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat.

7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi
lingkup Kesejahteraan Rakyat.
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8)

9)

10)
11)
12)

13)
14)

15)

Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah
lingkup Kesejahteraan Rakyat.

Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Kesejahteraan
Rakyat.

Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional
lingkup Kesejahteraan Rakyat.

Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Kesejahteraan
Rakyat.

Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup
Kesejahteraan Rakyat.

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan rakyat.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan
evaluasi.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Menyelenggarakan Fungsi :

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam.

Penyelenggaraan koordinasi bahan analisis dan perumusan kerangka ekonomi
makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi), melalui
pendekatan holistik integrative.

Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah
dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam.

Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD,
RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial
lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang
Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah
untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber
Daya Alam.

Penyelenggaraan koordinasi  pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
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10) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat
daerah provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

11) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda
Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya
Alam.

12) Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup
perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

13) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Menyelenggarakan Tugas :

1) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya
Alam.

2) Mengkoordinasikan bahan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro
daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi), melalui pendekatan
holistik integratif.

3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber
Daya Alam.

4) Mempersiapkan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJIMD
dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

5) Mengkoordinasikan senergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
Provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

7) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang
Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

8) Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk
pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya
Alam.

9) Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah
lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

10) Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

11) Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota
di Sumatera Barat lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

12) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang
Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.
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Uraian Tugas Sub Bidang :

a. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi

Melaksanakan Tugas :

1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan
daerah lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.

2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.

3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.

4) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD,RPJMD dan RKPD lingkup Industri,
Perdagangan dan Investasi.

5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi
dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial
pembangunan daerah lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.

7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi
lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.

8) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Industri,
Perdagangan dan Investasi.

9) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional
lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.

10) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Industri,
Perdagangan dan Investasi.

11) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup
industri, perdagangan dan investasi.

12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Industri,
Perdagangan dan Investasi.

13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan
evaluasi.

14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Melaksanakan Tugas :

1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan
daerah lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan
Perikanan.
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4) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD,RPIMD dan RKPD lingkup Pertanian,
Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan
Perikanan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial
pembangunan daerah lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi
lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

8) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Pertanian,
Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

9) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional
lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

10) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Pertanian,
Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

11) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup
Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pertanian,
Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan
evaluasi.

14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Melaksanakan Tugas :

1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan
daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah.

4) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD,RPJMD dan RKPD lingkup
Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial
pembangunan daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah.
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7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi
lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

8) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Pariwisata,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

9) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional
lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

10) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Pariwisata,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

11) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup
Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pariwisata, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah.

13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan
evaluasi.

14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Menyelenggarakan Fungsi :

1) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan.

2) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah
dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan.

3) Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD,
RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

4) Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

5) Penyelenggaraan koordinasi, senergitas dan harmonisasi perencanaan spasial
lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

6) Penyelenggaraan analisa dan mensinergikan perencanaan kewilayahan dengan
mempedomani RTRW.

7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan.

8) Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah
untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan

9) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar
daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
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10) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat

daerah provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

11) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda

Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

12) Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup

perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

13) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Menyelenggarakan Tugas:

1.

10.

11.

12.

13.

Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan.

Mempersiapkan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Mengkoordinasikan senergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup
bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Melakukan analisa dan mensinergikan perencanaan kewilayahan dengan
mempedomani RTRW.

Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan.

Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk
pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah
lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota
di Sumatera Barat lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Uraian Tugas Sub Bidang :
a. Sub Bidang Infrastruktur Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup
Melaksanakan Tugas :

1)

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan
daerah lingkup Infrastruktur Sumber Daya air dan Lingkungan Hidup.
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2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.

3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan
Lingkungan Hidup.

4) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD,RPJMD dan RKPD lingkup
Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.

5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan
Lingkungan Hidup dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial
pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan
Hidup.

7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi
lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.

8) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Infrastruktur
Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.

9) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional
lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.

10) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Infrastruktur
Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.

11) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup
Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.

12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Infrastruktur Sumber Daya
Air dan Lingkungan Hidup.

13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan
evaluasi.

14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan

Melaksanakan Tugas :

1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan
daerah lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.

2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.

3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan
Perhubungan.

4) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD,RPJMD dan RKPD lingkup
Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
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5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan
Perhubungan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial
pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.

7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi
lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.

8) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Infrastruktur
Kebinamargaan dan Perhubungan.

9) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional
lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.

10) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Infrastruktur
Kebinamargaan dan Perhubungan.

11) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup
Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.

12) Melaksanakan  monitoring, evaluasi dan  pelaporan Infrastruktur
Kebinamargaan dan Perhubungan.

13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan
evaluasi.

14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Sub Bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan

Melaksanakan Tugas :

1) Melaksanakan analisis dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas
daerah.

2) Melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan
model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan
pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan
konektivitas.

3) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan
daerah lingkup Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan.

4) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
lingkup Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan.

5) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Infrastruktur Keciptakaryaan dan
Kewilayahan.

6) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD,RPJMD dan RKPD lingkup
Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan.

7) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Infrastruktur Keciptakaryaan dan
Kewilayahan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
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8) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial
pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan.

9) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi
lingkup Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan.

10) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Infrastruktur
Keciptakaryaan dan Kewilayahan.

11) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional
lingkup Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan.

12) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup
Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan.

13) Mengkoordinasikan bahan pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang
dan prioritas pembangunan.

14) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Infrastruktur
Keciptakaryaan dan Kewilayahan.

15) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan
evaluasi.

16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Kelompok Jabatan Fungsional

Selain susunan Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Sekretariat
dan Bidang-Bidang, di Bappeda juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang
terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan
Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan jenis jenjang dan
jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Perencana sesuai jenjang jabatan,
ditetapkan dalam butir sebagai berikut :
a. Perencana Ahli Pertama, meliputi:

1) mengidentifikasi permasalahan;

2) merumuskan permasalahan;

3) inventarisasi dan identifikasi data sekunder;

4) inventarisasi dan identifikasi data primer;

5) mengolah data dan informasi;

6) mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data;

7) menganalisis data dan informasi;

8) menyajikan data dan informasi;

9) melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana;

10) melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan; dan
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11) mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan
tahunan.

b. Perencana Ahli Muda, meliputi:

1) memformulasikan sajian untuk analisis;

2) melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan
pembangunan;

3) menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;

4) menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional,

5) menguji alternatif kriteria dan model;

6) menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;

7) menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;

8) menyusun perencanaan program dan kegiatan regional;

9) menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;

10) menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;

11) melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil
pembahasan anggaran dengan mitra legislatif; dan

12) mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

c. Perencana Ahli Madya, meliputi:

1) menyusun rekomendasi kebijakan strategis;

2) menyusun perencanaan kebijakan/program strategis jangka menengah;

3) merumuskan kebijakan/program strategis sektoral;

4) mendisain program lintas sektoral;

5) menyusun rencana pelaksanaan; Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP);

6) menyusun rencana pembangunan sektoral;

7) menyusun rencana pembangunan lintas sektor;

8) melakukan telaahan lingkup sektoral/regional dalam berbagai forum
musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam
rangka penyusunan perencanaan pembangunan;

9) melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana dan
program; dan

10) menyusun disain instrumen dan arahan pelaksanaan evaluasi rencana
pembangunan jangka menengah/sektoral;

d. Perencana Ahli Utama, meliputi:
1) menyusun disain dan persiapan evaluasi kebijakan dalam rangka menyiapkan
bahan perencanaan pembangunan;
2) menyusun perencanaan kebijakan strategis/ program jangka panjang;
3) menyusun perencanaan kebijakan/program strategis makro;
4) mendisain program kawasan;
5) menyusun rencana pembangunan regional;
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6)

7)

8)

melakukan telaahan lingkup makro/lintas sektoral/kawasan dalam berbagali
forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya
dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan;

melakukan telaahan lingkup makro/lintas sektoral/kawasan terhadap proses
dan hasil pembahasan anggaran dengan;

menilai hasil pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program

strategis; dan

9) melaksanakan evaluasi rencana pembangunan jangka panjang/lintas
sektor/kawasan.
C. Daftar Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat
No Nama NIP Jabatan
1 Medi Iswandi, ST, MM 197505021999031004 | Kepala Bappeda
SEKRETARIAT

2 Winny Sayori, ST, MMP 197310031998032005 | Sekretaris Bappeda

3 Verawati Darman, SE 197208102006042018 | Kasubag Umum dan
Kepegawaian

4 Violla Aristha, S.STP, MM 199204202014062003 | Analis SDM Aparatur

5 Ferra Sri Astuti, SE 197702181997032002 | Analis SDM Aparatur

6 Hermansyah. S.Sos 198012282009011004 | Sekretaris Pimpinan

7 Harini. SE 197702112009012004 | Sekretaris Pimpinan

8 Defrizal (Sekretariat) 197410142007011006 | Pengelola Barang Milik
Daerah

9 Don Suhendra 197203042007011033 | Pengelola Barang Milik
Daerah

10 | Syafrinal 197506302007011004 | Pengadministrasi sarana dan
Prasarana

11 | Defrizal (Anjai) 197912172010011006 | Pengadministrasi sarana dan
Prasarana

12 | Muhammad Imran 197303182007011005 | Pengadministrasi Persuratan

13 | Muchlison 197006262009011003 | Pengadministrasi Persuratan

14 | Hera Kurniawati,SE.Ak 197607042006042004 | Kasubag Keuangan

15 | Defridawati 196605121992032001 | Bendahara Pengeluaran

16 | Mita Mulyanda Putri, S.STP 199707292020082001 | Penyusun Laporan Keuangan

17 | Devi Novalinda, SE 198311292010012018 | Penyusun Laporan Keuangan

18 | Zakirman 197008142007011008 | Verifikasi Keuangan

19 | Masrizal. Amd 196707062008011003 | Verifikasi Keuangan

20 | Nenen Delfira 197401312007012006 | Pengelola Gaji

21 | Rahimi Siddik. S.IP.M.Si 198710262007011001 | Fungsional Perencana Muda

22 | Hasnah Azmi, S.S. M.DS 198303302009012001 | Penyusun Program, Anggaran
dan Pelaporan

23 | Feri Rinaldi. Z, ST. ME 19821002009021006 | Penyusun Program, Anggaran
dan Pelaporan
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No Nama NIP Jabatan
24 | Nurwildanetti, ST 197505282009012005 | Penyusun Program, Anggaran
dan Pelaporan
25 | Firman Hidayat 197809102009011011 | Pengadministrasi Umum
26 | Zuhelman 197610232009011004 | Pengadministrasi Umum
BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN
27 | Rahmi Laila, SSi. M.Si 198101192006042005 | Kepala Bidang Infrastruktur
dan Kewilayahan
28 | Devi Malinda, SE, Akt, MM 197306292010012004 | Fungsional Perencana Muda
29 | Hamdi Irza, ST, MT 198810072011011001 | Fungsional Perencana Muda
30 | Budi Arman, ST 197809102011011001 | Fungsional Perencana Muda
31 | Yanfitri, S.Sos, MM 196601291986022002 | Analis Perencana
32 | Haris Kurniawan, SE. M.Si 198204082008041001 | Analis Perencana
33 | Afdila Muslim, SE 198601212008041001 | Analis Perencana
34 | Rozawanti, ST 1,96706E+17 Analis Perencana
35 | Yusiarosa, SE. MM 196901272007012001 | Pengolah Data
36 | Darmalis. SM 198109052008011002 | Pengolah Data
37 | Evarina, S.MN 196909131990032001 | Pengadministrasi Umum
38 | Sunarto 196903072007011010 | Pengadministrasi Umum
39 | Salmi Udri 197604182010011000 | Pengadministrasi Umum
40 | Edison 196508122007011007 | Pengadministrasi Umum
BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH
41 | Yudha Prima, S.STP. M.Si 198201212000121001 | Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
42 | Roza Ariyanti, S.Si, MT 197003311997012000 | Fungsional Perencana Madya
43 | Rika Amir, SE, MM 197405052003122005 | Fungsional Perencana Muda
44 | Akky Perdana, ST 197405102009011004 | Fungsional Perencana Muda
45 | Benny Ricardo, SE 198306272009021003 | Fungsional Perencana Muda
46 | Rima Putri Martias, S.STP 199208132014062001 | Analis Perencana
47 | Andradina, SE 197303162007012004 | Analis Perencana
48 | Masril 197005102007011008 | Pengolah Data
49 | Yeni Triana, S.Sos 196710292007012002 | Pengadministrasi Umum
50 | Mondriadi 197030092007011005 | Pengadministrasi Umum
51 | Etrizal 197505202008011004 | Pengadministrasi Umum
BIDANG EKONOMI DAN
SUMBERDAYA ALAM
52 | Ir. Benny Sakti, MM, 196709271994031008 | Kabid Ekonomi dan
Sumberdaya Alam
53 | Deviyanti, SE.M.Si 197112291998032005 | Fungsional Perencana Madya
54 | Teddy Rafdianto, S.Kom 197906032010011006 | Fungsional Perencana Muda
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No Nama NIP Jabatan
55 | Harry Febri, SE 198502042005011003 | Fungsional Perencana Muda
56 | Steffi Amanda, MPP.M.Ec.Dev 198803312010012014 | Fungsional Perencana Muda
57 | Hendrick Kasmadiharja, S.TP, 19850712 201001 1 Fungsional Perencana Muda
M.Si 019
58 | Della Resina, S.Farm 198705232015022003 | Fungsional Perencana
Pertama
59 | Rosalinda, SS. MM 197203162007012008 | Analis Perencana
60 | Nizamul Bastian, SH 197307022010011003 | Analis Perencana
61 | Afrizon, S.Sos 196804092007011004 | Pengolah Data
62 | Linda Firani, A.Md 197907022010012006 | Pengolah Data
63 | Muslim Libtiandra, SE 197403122007011005 | Pengadministrasi Umum
64 | Amrizal 196606122007011009 | Pengadministrasi Umum
65 | Yuliarti 197907122010012017 | Pengadministrasi Umum
66 | Dasrial 197212262008011002 | Pengadministrasi Umum
BIDANG PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA
67 | Andre Ola Vetrik, SE.MM 198210302008021001 | Kabid Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
68 | Ria Oktorina, SP.M.Sc 198310302005012006 | Fungsional Perencana Madya
69 | Elfi Endri,S.Sos 197012291992021001 | Fungsional Perencana Muda
70 | Firdaus Arifin,S.Si 197011192006041001 | Fungsional Perencana Muda
71 | Nasrial, S.Kom 197805162001011005 | Fungsional Perencana Muda
72 | Lidya Febrina, S.Pt.MP 198202262011012001 | Fungsional Perencana Muda
73 | Julfi Arfan, SE.M.Si 19730723 Analis Perencana
2005011005
74 | Sonny Yulindra, ST, MA, M.S.E 197707252005011001 | Analis Perencana
75 | Nurhayati, SH 197404092009012003 | Analis Perencana
76 | Sasli Adis, SE 197307202007011008 | Analis Perencana
77 | Erni, S.Sos 196611101994032008 | Pengolah Data
78 | Dini Permata Sari, SE 198408162011012002 | Pengolah Data
79 | Rina Asmara, SE 197810232010012004 | Pengolah Data
80 | Dasril. S 196510012007011006 | Pengadministrasi Umum
81 | Ishak 196804061995031003 | Pengadministrasi Umum

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov. Sumatera Barat| -




